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Dalam peraturan perundang-undangan terdapat empat istilah yang bermaksud menguraikan fungsi DPR
yaitu fungsi, wewenang, tugas, kekuasaan. Sebutan fungsi DPR terdapat dalam Pasal 32 beserta
Penjelasannya dalam Undang-undang No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan
DPRD (LN 1969 No. 59, TLN No. 2915) sebagaimana telah tiga kali diubah dengan Undang-undang No. 5
Tahun 1975 (LN 1975 No. 39, TLN No. 3064), Undang-undang No, 2 Tahun 1985 (LN 1985 No.2, TLN
No. 3282) dan Undang-undang No.5 Tahun 1995 (LN 1995 No. 36, TLN No. 3600). Pasal itu menguraikan
bahwa fungsi DPR (selanjutnya disebut DPR sgja) berdasarkan UUD 1945 adalah (1) membuat undang-
undang bersama dengan Pemerintah, (2) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama-
sama Pemerintah, dan (3) mengadakan pengawasan terhadap kebijaksanaan Pemerintah. Kemudian DPR
dalam Keputusannya No. 10/DPR-RI/82-83 tanggal 26 Februari 1983 tentang Peraturan Tata Tertib yang
masih beriaku sampai sekarang, menyebutnyatidak sebagai fungsi DPR tetapi sebagai wewenang dan tugas
DPR. Tetapi UUD 1945 dalam Pasal 5 ayat (1) menggunakan istilah kekuasaan membentuk undang-undang.
Jadi, empat istilah itu dianggap sinonim. Y ang oleh undang-undang No. 16 dinamakan sebagai fungsi oleh
DPR diubah menjadi wewenang dan tugas, sedangkan UUD 1945 sendiri menyebutnya sebagal kekuasaan.
Menurut kamus pengertian fungsi tidaklah sama dengan wewenang, tugas atau kekuasaan.. Tidaklah
mengherankan kalau dalam masyarakat baik dalam masyarakat umum maupun dalam masyarakat
cendekiawan timbul kesimpangsiuran mengenai pengertian fungsi DPR ini.
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